BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Profil PT. Lancarjaya Mandiri Abadi
  	PT. Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) adalah perusahaan yang terletak di bidang kontraktor umum (perusahaan dinamis general kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi jalan, pematangan lahan, cut & fill, infrastruktur, penggalian tanah merah, irigasi, pembuatan jalan, pertambangan, rental alat berat dan dump truck). 
	PT. LMA dapat menjelaskan usaha pada bidang: pembangunan, perdagangan, industri, pertanian, jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pengangkutan udara, percetakan, pertambangan, dan energi bengkel. Struktur keuangan PT. LMA tergolong sehat dan stabil dalam kurun waktu 2020-2025. Pertumbuhan aset dan liabilitas PT. LMA sebesar 7-10% per tahun dan diiringi tambahnya kontrak kerja sebagai main kontraktor di sektor infrastruktur, seperti proyek Tol Cinere-Jagorawi. Jalan Tol Manado-Bitung dan bandungan Way Apu. 
Subkontraktor konstruksi penyelesaian dan pemeliharaan pembersihan lokasi, pembongkaran, pekerjaan tanah, pekerjaan drainase, earthwork, penyewaan alat berat dan pertambangan sesuai dengan ISO 9001:2008. Berdiri sejak tahun 1994, proyek persewaan alat berat. Berkembang ke sektor pertambangan pekerjaan hauling (pengangkutan material dengan truk dan lainya), bisnis kontraktor pekerjaan tanah dan menjadi kontraktor umum. Tahun 2017 diakuisisi oleh PT. PP Presisi, Tbk, 51% PPRE dan 49%. PT. LMA menerapkan K3LL dan mengacu pada ISO 45001, SMK3, OHSAAS 18001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 9001:2008. Profil PT LMA sebagaimana dalam tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1 Profil PT LMA (PT. Lancarjaya Mandiri Abadi)
	Dasar Pendirian
	Akta No.  63 tanggal 13 Mei 1994, Jakarta

	Kepemilikan Saham
	PT PP Presisi Tbk: 51% - PT LMA: 49%  

	Total Aset
	Rp 2.423.268.499.671

	Bidang Usaha
	Jasa Konstruksi sejak 1997


Sumber: PT. Lancarjaya Mandiri Abadi, 2024
4.1.2 Identifikasi Group dan Non-Group PT. LMA
4.1.2.1 Group PT. LMA
PT. LMA merupakan bagian dari group usaha PT PP Presisi Tbk  (PPRE) yang merupakan anak usaha dari PT PP (Persero) Tbk, salah satu BUMN konstruksi. Penjelasan Grup PT LMA sebgaimana tabel 4.2, 4.3 dan 4.4 berikut: 
Tabel 4.2 Group PT. LMA
	Entitas
	Hubungan
	Peran

	PT PP Presisi Tbk 
	Induk
	Pemegang saham LMA; induk struktur grup

	PT PP (Persero) Tbk 
	Group Besar 
	Pemilik mayoritas saham PPRE

	PT Hastari Adakons 
	Subkontraktor 
	Penyedia material proyek-proyek tol LMA

	PT LMA
	Anak Usaha
	Pelaksana utama proyek tol, gedung,dll


Sumber: PT. Lancarjaya Mandiri Abadi, 2024
Tabel 4.3 Rasio Utang Liabilitas Ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER) PT. LMA
	Tahun
	Liabilitas(T)
	Ekuitas(T)
	DER
	Keterangan

	2020
	185
	125
	1,48
	DER aman(< 2), batas utang

	2021
	210
	135
	1,56
	DER naik untuk pinjaman Tol Sumatera dan Cut&Fill

	2022
	250
	140
	1,79
	DER naik untuk proyek Fit-Out Bekasi & alat tambang


                                               Sumber: Data keuangan PT. LMA (2025)
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	Bahtera Putra Nusantara
	Batara Laman Mining
	Panca Traktor Indonesia

	Lancarjaya Enjine
	Lancarjaya Mandiri Bersama
	Global Link Pondasi


            Sumber: PT. Lancarjaya Mandiri Abadi
Perusahaan ini juga menangani proyek pemerintah dengan mitra dan subkontraktor. Berikut layanan PT. Lancarjaya Mandiri Abadi :
A. Kontraktor Umum 
Kontraktor umum PT. LMA menangani berbagai jenis proyek konstruksi, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas industri, proyek infrastruktur, jalan tol, bendungan, dermaga, jembatan, industri bangunan 
B. Earthwork (Pekerjaan Tanah)
Pekerjaan tanah PT. LMA. Layanan ini melibatkan pemindahan, pemadatan, dan perataan. Persiapan lahan seperti survey/pengukuran, lapisan pondasi A, retainig wall terdiri dari batu kali, ccsp, multiblock, beton bertulang.
C. Penyewaan Alat Berat
PT. LMA melayani sewa alat berat proyek konstruksi dan pertambangan dengan alat berat, seperti excavator, bulldozer, vibro roller, grader, dump truck, dan crane. Proyek pengeboran (barging), penggalian, material tambang (hauling), dan komoditas alat berat. Peta lokasi proyek disajikan dalam tabel 4.5 berikut:
	No
	Proyek
	Lokasi

	1. 
	INKIS Toll Road (PT. Hutama Karya)
	Sumatra,  PT. Hutama Karya

	2.
	ISP TRA Project
	Sumatera, PT Waskita Karya

	3.
	Cijago Toll Road (Cinere–Jagorawi)
	Depok–Cimanggis, PT Jasa Marga 

	4.
	Toll Road (Probolinggo–Banyuwangi)
	Probolinggo–Banyuwangi, PT. PP

	5.
	Kediri Airport (Dhoho Airport)
	PT. Surya Dhoho Investama  

	6.
	IKN KIPP 1 & 2 (Kawasan Inti Pusat)
	Kalimantan Timur, PT WIKA

	7.
	IKKP Leuwikeris Dam Construction
	Tasikmalaya, PT. Wijaya Karya


Tabel 4.5 Persebaran Proyek di PT. LMA 2024

Sumber: Hasil Temuan Penelitian PT. Lancarjaya Mandiri Abadi, 2024
4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan
Visi PT. LMA: perusahaan kontraktor swasta, kompetitif di Indonesia.
Misi PT. LMA: Memberikan jasa konstruksi kompetensi, sejahtera karyawan. Memberikan nilai tinggi untuk klien, masyarakat, bangsa & negara.
4.1.4 Alamat Perusahaan 
Alamat perusahaan adalah Jl. Raya Naragong KM. 12,5 No. 18 Bekasi, Jawa Barat, 17152, PT. LMA.
4.1.5 Struktur Organisasi
Struktur organisasi pada PT. LMA berkaitan langsung dengan proses pengadaan. Struktur organisasi PT. LMA ditunjukkan dalam Gambar 4.1 berikut:
PRESIDEN DIREKTUR
MARKETING
DIREKTUR KEUANGAN
DIREKTUR OPERASIONAL
DIREKTUR TEKNIK & KONSTRUKSI
LEGAL
HSE
FINANCE
ACCOUNTING
PENGADAAN
HR & GA
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PROYEK & COST CONTROL










Gambar 4.1 Strukrur Organisasi PT. LMA
Berikut penjelesan struktur organisasi PT LMA:
1. Struktur ringkas ini terdiri atas tiga tingkat. Pada tingkat puncak, Presiden Direktur menetapkan arah strategis dan kebijakan umum, termasuk prinsip tata kelola pengadaan (mutu, biaya, waktu, serta kepatuhan). Tingkat direktorat mencakup Direktur Operasional, Direktur Teknik & Konstruksi, dan Direktur Keuangan. Ketiganya memastikan sasaran operasional proyek, kelayakan teknis, dan disiplin anggaran berjalan serasi; keputusan penting misalnya penetapan pemasok strategis, persetujuan kontrak bernilai besar, atau pengendalian risiko prioritas diambil pada level ini dengan masukan unit-unit fungsional.
2. Pada tingkat unit kunci, alur pengadaan bergerak dari hulu ke hilir. Pengadaan (Procurement) memimpin perencanaan kebutuhan, proses RFQ/RFP, evaluasi teknis-komersial, negosiasi, penerbitan PO, hingga administrasi garansi. Logistik mengelola data PR–PO–GR, dokumen pengiriman, dan rekonsiliasi sistem sehingga ketertelusuran transaksi terjaga. Gudang Logistik / Distribusi menanggung penerimaan, penyimpanan, penataan stok, dan pengiriman antarlokasi, termasuk implementasi label / QR tujuan proyek dan SOP retur. Maintenance / Workshop menjadi pengendali mutu teknis untuk komponen kritikal melalui incoming inspection (uji torsi / material) dan verifikasi OEM sebelum GR.
3. Fungsi pengendalian dan kepatuhan diperkuat oleh HSE/Compliance yang memastikan aspek K3, standar keselamatan suku cadang, dan praktik kerja aman; Legal/GA (HO) yang memverifikasi legalitas pemasok (NIB, SIUP, NPWP, izin sektor seperti SIPB/IUP-OP), menyiapkan klausul kontrak (garansi, penalti, right to audit, retensi); dan Finance / Cost Control (HO) yang mengawal ketersediaan anggaran, validasi PR/PO, serta evaluasi biaya. Di sisi proyek, Site/Engineering menyusun spesifikasi teknis dan memastikan kebutuhan lapangan akurat, sedangkan Requestor/User Proyek menginisiasi PR dan melakukan klarifikasi kebutuhan operasional.
4. Dengan susunan ini, titik kendali risiko berada pada jalur yang jelas: akurasi data dan SLA validasi (Admin SAP–Finance), kepatuhan vendor dan kontrak (Legal/HSE–Procurement), kualitas teknis dan keselamatan (Maintenance-HSE), serta ketertiban arus barang (Gudang/Logistik-Site). Arsitektur tersebut memudahkan governance: keputusan strategis di level direksi, orkestrasi proses di Procurement, dan kontrol saling-mengunci di fungsi pendukung.

4.1.6 Sistem Pengadaan PT. LMA
Praktik pengadaan pada PT. LMA sebagai kontraktor lokal yang bergerak di bidang konstruksi sipil dan pertambangan dengan skala proyek menengah mencakup proyek infrrastruktur (jalan tol, fit-out kantor,, utilitas pipa) serta operasional tambang (cut and fill, hauling, penyediaan material sipil dan alat berat).
Rantai proses meliputi perencanaan kebutuhan (PR) oleh site, validasi HO, penerbitan PO, penerimaan barang (GR), penyimpanan, hingga garansi/after‑sales. Untuk alat dan suku cadang tertentu, riwayat kerusakan dan lifecycle aset terhubung ke AMTISS, sehingga Work Order dapat menjadi pemicu PR dan ketertelusuran WO-PR-PO-GR. Alur ringkas dan kontrol kunci adalah: Perencanaan kebutuhan: spesifikasi, jumlah, waktu, dan lokasi; gunakan template PR dan double‑check lintas fungsi, Seleksi vendor: verifikasi NIB, SIUP, NPWP, SIPB/IUP‑OP, rekam jejak, serta benchmarking harga. Negosiasi & Kontrak: SLA, garansi, retensi/performance bond, right to audit, Pemesanan & Pengiriman: hard‑stop sistem jika ada mismatch, label/QR tujuan proyek untuk cegah salah kirim, Penerimaan (GR) & Penyimpanan: incoming inspection (terutama part kritikal).
4.1.7 Strategi Penangan Risiko Pengadaan Barang PT. LMA
Strategi umum penanganan risiko adalah berupa Avoid (menghindari), Reduce/Mitigate (mengurangi), Transfer/Share (mengalihkan/berbagi), dan Accept/Tolerate (menerima). Dalam pengadaan PT LMA difokuskan pada penanganan risiko berupa Mitigasi, praktiknya antara lain auto‑validation data di SAP, blacklist vendor bermasalah, kewajiban OEM pada part kritikal, retention/performance bond, dan SOP retur cepat.

4.2 Identifikasi Risiko Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Tujuan subbab ini adalah menginventarisasi peristiwa risiko pada rantai PR–PO–GR hingga garansi, beserta penyebab, contoh kasus, dan titik kendali yang terdampak. Dari hasil wawancara dengan informan dan observasi, dapat dilakukan identifikasi risiko berdasarkan tahapan proses pengadaan barang/jasa adalah sebagaimana tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Identifikasi Risiko
	Kode
	Proses
	Kode
	Identifikasi Risiko
	Kode
	Informan Wawancara
	Observasi

	A
	Kebutuhan Pengadaan Barang
	A1
	Risiko minor (kaca retak)
	A1-01
	Maintenance Supervisor / Workshop
	Data proyek

	 
	 
	 
	 
	A1-02
	Koordinator Gudang Bekasi
	

	 
	 
	A2
	Salah input/validasi PR–SAP/AMTISS
	A2-01
	Procurement Manager 
	

	 
	 
	 
	 
	A2-02
	Staf Admin SAP / Logistik
	

	 
	 
	 
	 
	A2-03
	Staf Buyer / Purchase Order
	

	 
	 
	A3
	Validasi PR terlambat
	A3-01
	Staf Pengadaan / Requestor
	

	 
	 
	 
	 
	A3-02
	Staf Finance / Cost Control (HO)
	

	B
	Pencarian & Seleksi Vendor
	B1
	Vendor material ilegal (izin SIPB/IUP‑OP tidak ada)
	B1-01
	Procurement manager
	Data proyek

	 
	 
	 
	 
	B1-02
	Staf HSE Site / Compliance Officer
	

	 
	 
	 
	 
	B1-03
	Staf Legal / GA (HO)
	

	 
	 
	B2
	Salah kirim/salah tujuan
	B2-01
	Staf Admin SAP / Logistik 
	

	 
	 
	 
	 
	B2-02
	Koordinator Gudang
	

	 
	 
	B3
	Mark‑up harga (benchmark lemah)
	B3-01
	Staf Buyer / Purchase Order
	

	 
	 
	 
	 
	B3-02
	Staf Finance / Cost Control (HO)
	

	C
	K3, Kualitas & Garansi
	C1
	Sparepart non‑OEM/palsu (baut patah)
	C1-01
	Procurement Manager
	Data proyek

	 
	 
	 
	 
	C1-02
	Maintenance Supervisor / Workshop
	

	 
	 
	 
	 
	C1-03
	Staf HSE Site / Compliance Officer
	

	 
	 
	C2
	Klaim garansi gagal
	C2-01
	Staf Admin SAP / Logistik
	

	 
	 
	 
	 
	C2-02
	Staf Buyer / Warranty Admin
	

	 
	 
	C3
	Item non‑OEM tanpa garansi
	C3-01
	Site Engineer / Equipment
	

	 
	 
	 
	 
	C3-02
	Procurement Planner
	


Adapun identifikasi risiko pada masing-masing tahapan proses pengadaan barang/jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:
4.2.1 Identifikasi Risiko Kebutuhan Pengadaan Barang (Kode A)
Secara umum, identifikasi risiko kebutuhan pengadaan barang pada PT. LMA terdapat 3 temuan, yaitu:
A1. Kerusakan minor peralatan
Kerusakan minor pada peralatan yang pernah terjadi yaitu kaca excavator retak. Hal ini terjadi pada tahun 2025 pada salah satu proyek di Bekasi. Kerusakan kaca excavator bernilai kecil (±Rp1,2 juta) namun berpotensi mengganggu operasi harian bila respons pengadaan/maintenance lambat. Menurut Maintenance Supervisor (Kode wawancara A1-01), terdapat risiko kerusakan minor yang bila tidak segera ditangani akan mengganggu operasi harian. Berikut petikannya:
“Kaca retak muncul saat pemindahan unit. Nilainya kecil, tetapi jika tidak segera diganti akan mengganggu operasi harian. Kami ajukan PR kecil via AMTISS, target pergantian <3 hari.”
Setelah dikonfirmasi ke lapangan, hal serupa dinyatakan oleh Koordinator Gudang (Kode wawancara A1‑02). Dalam wawancaranya beliau mengatakan:
“Stok kaca OEM sempat tidak ready, jadi kami pakai non‑OEM sementara. Ke depan item kaca masuk daftar fast‑moving agar tidak menghambat kerja.”
Temuan ini menunjukkan kebutuhan buffer stock untuk item ringan cepat pakai dan kecepatan respon PR kecil.
A2. Salah input/validasi
Risiko selanjutnya adalah terdapat salah input/validasi PR–SAP/AMTISS yaitu pada proyek Tol Cijago pada tahun 2024. Salah input berupa kode/satuan dapat menunda validasi ±7 hari sehingga PO tertahan yang berdampak deviasi cut & fill dan idle cost. Dalam suatu wawancara, seorang Procurement Manager (Kode wawancara A2‑01) mengatakan bahwa salah input/validasi terjadi pada tahun 2024 pada proyek Tol Cijago, berikut petikannya:
“Kesalahan input di SAP (satuan/kode material) menahan PO, dampaknya deviasi pekerjaan dan idle cost.”
Hal senada juga dinyatakan oleh Staf Admin SAP/Logistik (Kode wawancara A2‑02) yang mengatakan:
“Revisi spesifikasi tidak tersinkron di SAP. Perlu hard‑stop jika satuan/kode tidak match.”
Ketika ditanyakan pada bagian purchase order, pendapat serupa dinyatakan oleh Staf Purchase Order (Kode wawancara A2‑03). Dalam wawancaranya beliau menegaskan:
“Begitu PR salah, PO tidak bisa release. Template PR per‑komoditas akan mengurangi salah input.”
Kasus ini menyoroti perlunya double verification dan aturan auto-validation yang harus diterapkan pada sistem.
A3. Validasi PR terlambat
Validasi PR terlambat juga merupakan risiko dalam pengadaan barang pada PT. LMA. Pada proyek Bekasi pada tahun 2025, validasi PR yang terlambat dapat menunda proyek sampai dengan ±5 hari dengan dampak deviasi progres ±8%. Hal ini terkuak dalam wawancara dengan Staf Pengadaan/Requestor (Kode wawancara A3-01), berikut petikan wawancaranya: 
“Bottleneck validasi di HO kadang 3–5 hari. Dampaknya ke lapangan nyata, progres bisa melambat sekitar 8%.”
Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Staf Finance / Cost Control HO (Kode wawancara A3-02) yang mengatakan:
“Sebagian PR tertahan karena mismatch anggaran. Dashboard SLA 1×24 jam dan exception list akan mempercepat sign‑off.”
Fernomena tersebut menegaskan pentingnya SLA validasi dan penyelarasan kode biaya sejak awal. 
Menyimak beberapa wawancara di atas dapat dijelaskan melalui teori Manajemen Risiko Operasional (ISO 31000:2018). Menurut ISO 31000, risiko akibat kesalahan administrasi tergolong sebagai internal process risk, yaitu risiko yang muncul akibat kelemahan sistem, proses, atau manusia. 
Penyebab Risiko A di atas disebabkan oleh human error, method, maupun machine, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.7 berikut:
Tabel 4.7 Penyebab Risiko A
	Kategori
	Penyebab Spesifik

	Manusia (Human Error)
	Tidak ada tahap second verification sebelum validasi PR dikirim ke Head Office.

	Prosedur (Method)
	SOP Validasi PR belum mengatur double check antar departemen (Procurement–Site Engineering)

	Sistem (Machine/System)
	Belum ada auto-validation rule


Secara kerangka ISO 31000:2018, A1–A3 merupakan internal process risk akibat kelemahan data/proses/manusia; risk treatment yang relevan adalah kontrol preventif (template PR, double-check, auto-validation) dan kontrol detektif (dashboard & exception list). 
4.2.2 Identifikasi Risiko Pencarian dan Seleksi Vendor (Kode B)
Identifikasi risiko pada pencarian dan seleksi vendor terdapat 3 temuan yaitu:
B1. Vendor material ilegal 
Pada proyek Kediri-Tulungagung terdapat temuan vendor material ilegal. Material yang diadakan oleh vendor tiba di site tetapi tidak dapat digunakan karena izin vendor tidak lengkap. Kasus ini menyebabkan risiko hukum dan potensi blacklist. Menurut Procurement Manager (Kode wawancara B1-01), ditemukan pemasok yang tidak memenuhi izin sektor. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:
“Material sudah masuk, namun dokumen legal vendor tidak lengkap, jadi barang harus di‑reject.”
Hal ini dipertegas oleh Staf HSE Site / Compliance Officer (B1‑02), berikut petikan wawancaranya:
“Untuk material tambang, cek SIPB/IUP‑OP wajib. Tanpa izin, barang ditolak di gate karena risiko hukum & K3.”
Dalam wawancara lain, Staf Legal / GA HO (B1‑03) menambahkan:
“Klausul right to audit dan blacklist internal penting. Pembayaran dapat ditahan bila dokumen tidak valid.”
Dari beberapa wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pengendalian legalitas vendor menjadi prasyarat mutlak sebelum kontrak/PO.
B2. Salah kirim/salah tujuan barang
Risiko berikutnya adalah salah kirim/salah tujuan barang. Hal ini terjadi pada proyek Cirebon-Bekasi. Salah kirim yang berupa spesifikasi tidak terbarui dan label tujuan tidak konsisten memicu retur/redistribusi hingga backlog ±2 bulan. Dalam wawancara dengan Staf Admin SAP / Logistik (Kode wawancara B2-01) mengenai risiko salah kirim berupa spesifikasi tidak terbarui, beliau mengatakan:
“PR tercantum ukuran 2”, kebutuhan riil 1,5”. Retur dan redistribusi memakan waktu; stok di Bekasi tidak siap.”
Wawancara lebih jauh di lapangan dengan Koordinator Gudang (Kode wawancara B2‑02) ditemukan salah kirim juga disebabkan karena label tujuan proyek dan QR belum konsisten yang menyebabkan barang diretur. Berikut petikan wawancaranya:
“Label tujuan proyek dan QR belum konsisten. SOP retur cepat 2×24 jam akan kami jalankan.”
Dari kedua wawancara di atas, kegagalan sinkron spesifikasi & tujuan pengiriman dapat memicu backlog dan redistribusi.
B3. Mark‑up harga (fitting PVC naik ±12%; Bekasi 2025)
Risiko selanjutnya adalah mark-up harga yang terjadi pada proyek Bekasi pada tahun 2025. Mark-up harga berupa kenaikan harga fitting PVC dimana kenaikan harga terjadi karena benchmarking kurang memadai. Dampak yang ditimbulkan adalah pembengkakan biaya. Hal ini terkuak dalam wawancara dengan Staf Buyer / PO (Kode wawancara B3-01), dimana dalam wawancara mengatakan:
“Kami terlambat melakukan benchmarking, harga naik 12%. Kini kami gunakan should‑cost dan minimal 3 pembanding.”
Hal senada juga disampaikan oleh Staf Finance / Cost Control (Kode wawancara B3‑02), berikut petikan wawancaranya:
“Selisih kecil pada consumables dapat menggerus margin. Dual‑sourcing dan framework contract perlu distandarkan.”
Dari beberapa wawancara di atas dijelaskan melalui teori Manajemen Risiko Rantai Pasok & Kepatuhan (ISO 31000 / Compliance Risk). Temuan B1 (vendor material ilegal tanpa SIPB/IUP-OP), B2 (salah kirim/salah tujuan), dan B3 (mark-up harga ±12%) merepresentasikan kombinasi risiko kepatuhan (compliance risk), proses (process risk), dan finansial (cost risk). 
Dalam kerangka ISO 31000, ketiganya masuk kategori risiko yang terkendali melalui kontrol preventif di hulu: verifikasi legal sebelum kontrak/PO, benchmarking harga terstruktur, serta pengendalian informasi tujuan/logistik pada saat dispatch. Secara prinsip, organisasi harus menurunkan kemungkinan kejadian (probabilitas salah kirim/ vendor ilegal/ bias harga) sekaligus memperkecil dampaknya melalui kontrak dan SOP.
Penyebab Risiko B di atas disebabkan oleh human error, method, maupun machine, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.8 berikut:
Tabel 4.8 Penyebab Risiko B
	Kategori
	Penyebab Spesifik

	Manusia (Human)
	Evaluasi vendor tidak teliti; pemilihan single source

	Prosedur (Method)
	SOP onboarding vendor lemah; SOP retur tidak jelas

	Sistem (Machine/System)
	Tidak ada hard-stop tujuan; data PR/PO/DO tidak sinkron



Hasil ini sejalan dengan Zsidisin & Ritchie (2023): peran pengadaan dalam due-diligence pemasok, diversifikasi/dual-sourcing, dan tata kelola kontrak untuk mengurangi eksposur rantai pasok. Output/mitigasi yaitu checklist legal (SIPB/IUP-OP, NIB, SIUP, NPWP) sebelum onboarding, klausul kontrak: right to audit, penalti, blacklist, retention/performance bond, benchmarking 3 pembanding vendor.
4.2.3 Identifikasi Risiko K3, Kualitas dan Garansi (Kode C)
Identifikasi risiko pada K3, kualitas, dan garansi terdapat 3 temuan yaitu:
C1. Sparepart non‑OEM/palsu
Pada proyek Sorowako terdapat temuan sparepart non-OEM/palsu. Penggunaan part non‑OEM pada komponen kritikal (contohnya baut roda) menimbulkan risiko K3 tinggi dan downtime alat. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Procurement Manager (Kode wawancara C1-01), dimana beliau menyampaikan:
“Baut roda non‑OEM patah saat operasi; kebijakan diubah: part kritikal wajib OEM certificate dan inspeksi sebelum GR.”
Wawancara lebih jauh juga dilakukan terhadap Maintenance Supervisor / Workshop (Kode wawancara C1‑02), beliau menambahkan terkait sulitnya membedakan antara OEM dan non-OEM. Berikut petikan wawancaranya:
“Secara visual sulit membedakan OEM vs non‑OEM. Kami tambahkan incoming check: uji torsi & uji bahan untuk baut.”
Terkait sparepart non-OEM pada komponen kritikal ini mengakibatkan risiko yang tinggi terhadap K3. Hal ini disampaikan oleh Staf HSE Site (Kode wawancara C1-03), dalam wawancaranya beliau menekankan:
“Kegagalan baut saat hauling punya konsekuensi K3 tinggi. Toolbox talk khusus part kritikal dan lock‑out unit diberlakukan.”
C2. Klaim garansi gagal
Temuan selanjutnya adalah berupa gagalnya klaim garansi. Barang yamg tidak dapat diklaimkan adalah ban OTR yang rusak prematur. Hal ini disebabkan karena ketidaklengkapan dokumen dan tidak tercatatnya masa garansi di sistem membuat klaim ditolak vendor. Berikut petikan hasil wawancara dengan Staf Admin SAP / Logistik (Kode wawancara C2-01), yang mengatakan:
“Warranty period kini dicatat di SAP; tanpa itu, klaim mudah ditolak.”
Hal senada juga disampaikan oleh Staf Buyer / Warranty Admin (Kode wawancara C2‑02), berikut petikannya:
“Kami tetapkan SLA klaim ≤14 hari dan retention sampai garansi terpenuhi. Dokumen klaim distandarkan.”
Dokumen terkait historis garansi harus distandarkan, karena kegagalan dokumentasi historis garansi menjadi akar penolakan klaim. 
 C3. Pembelian item non‑OEM tanpa garansi (kaca excavator)
Pada kasus tertentu terdapat pembelian barang (bukan sparepart) non-OEM. Proyek membeli item non‑OEM tanpa garansi karena urgensi atau mendesak sehingga berisiko hilang perlindungan purna jual. Hal ini ditemukan dalam wawancara dengan Site Engineer / Equipment (Kode wawancara C3‑01). Berikut petikan wawancaranya:
“Karena urgensi, kami setuju non‑OEM untuk kaca. Ke depan wajib buffer stock ringan agar tidak kehilangan garansi.”
Pernyataan tersebut senada dengan Procurement Planner (Kode wawancara C3‑02), bahwa penggunaan barang pelengkap non-OEM hanya pada saat kondisi darurat. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:
“Preferred supplier list OEM diperbarui triwulanan. Non‑OEM hanya untuk kondisi darurat dan terdokumentasi.”
Dari beberapa wawancara di atas, Temuan C1 (part non-OEM pada komponen kritikal), C2 (klaim garansi gagal), dan C3 (pembelian non-OEM tanpa garansi karena urgensi) beririsan kuat dengan risiko keselamatan, keandalan aset, dan kehilangan perlindungan purna-jual. Mengacu prinsip ISO 31000, pengendalian harus diarahkan pada pencegahan di titik terawal: wajib OEM untuk part kritikal (ban OTR, baut roda), OEM certificate, dan incoming inspection (uji torsi/material) sebelum GR, mengatasi kegagalan komponen (C1) yang berkonsekuensi downtime dan paparan K3.
Penyebab Risiko C di atas disebabkan oleh human error, method, maupun machine, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.9 berikut:
Tabel 4.9 Penyebab Risiko C
	Kategori
	Penyebab Spesifik

	Manusia (Human)
	Toleransi terhadap non-OEM demi kecepatan

	Prosedur (Method)
	SOP incoming lemah; checklist klaim tidak baku

	Sistem (Machine/System)
	Garansi tidak terekam di ERP



pembelian non-OEM hanya sebagai kondisi darurat yang terdokumentasi dan diikuti rencana penggantian OEM & buffer stock.

4.3 Analisis dan Evaluasi Risiko


Tahap analisis risiko adalah melakukan penilaian atas risiko yang sudah terindentifikasi. Pendekatan penilaian risiko menggunakan Likelihood (L) dan severity (S) skala 1–5. Likelihood (L) menggambarkan tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko berdasarkan frekuensi kejadian pada proyek-proyek PT LMA. Severity (S) menunjukkan tingkat dampak atau keparahan akibat risiko tersebut terhadap aspek biaya, waktu, kualitas, keselamatan kerja, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penilaian dilakukan melalui wawancara dengan personel kunci, observasi kegiatan lapangan, serta studi dokumen proyek (PR–PO–GR SAP, laporan insiden, laporan progres, laporan downtime alat, serta dokumen pengadaan vendor). Setiap risiko diberi nilai L dan S, dihitung skor risikonya melalui formula: Risk Rating = L × S ditampilkan pada Tabel 4.10 berikut:
25

Tabel 4.10 Analisis Risiko
	Kode
	Topik
	Kode
	Risiko
	Likelihood (L)
	Severity (S)
	
	Total Nilai (LxS)

	
	
	
	
	Analisis Risiko
	Nilai L
	Analisis Risiko
	Nilai S
	

	A
	Kebutuhan Pengadaan Barang
	A1
	Risiko minor (kaca retak) 
	Jarang terjadi, dengan frekuensi kurang dari satu kali per tahun
	2
	Dampak relatif kecil terhadap biaya dan jadwal proyek, berupa administrative delay 3 hari/minor repair cost di bawah Rp 2 juta
	1
	2

	
	
	A2
	Risiko salah kirim barang 
	Kesalahan input spesifikasi di sistem SAP, tercantum ukuran 2 inch untuk kebutuhan 1,5 inch, karena kurang koordinasi tim logistik, revisi permintaan material tidak tersinkronisasi sebelum proses pengiriman.

	2
	Jarak antar gudang yang cukup jauh (Cirebon–Bekasi) menyebabkan keterlambatan proses retur dan redistribusi material.

	1
	2

	
	 
	A3
	Salah input/validasi PR–SAP/AMTISS 
	dapat terjadi hingga lebih dari tiga kali per tahun, jika tidak dilakukan audit vendor dan pembaruan daftar vendor aktif
	3
	Menyebabkan keterlambatan hingga dua hari dengan potensi kerugian sekitar Rp 5 juta
	3
	9

	B
	Pencarian & Seleksi Vendor
	B1
	Vendor material ilegal (izin SIPB/IUP tidak ada) 
	dapat terjadi hingga lebih dari tiga kali per tahun, jika tidak dilakukan audit vendor dan pembaruan daftar vendor aktif
	5
	Dampaknya bukan hanya kerugian finansial dan downtime alat, tetapi juga menimbulkan risiko hukum
	5
	25

	
	
	B2
	Salah kirim/salah tujuan
	kecenderungan terjadi dua kali per tahun, terutama karena lemahnya sistem verifikasi
	3
	Menyebabkan keterlambatan hingga dua hari karena backlog hingga ± 2 bulan dan retur/redistribusi dengan potensi kerugian sekitar Rp 20 juta
	3
	9

	
	
	B3
	Mark‑up harga (benchmark).     
	kecenderungan terjadi dua kali per tahun, terutama karena lemahnya sistem verifikasi vendor dan kontrol harga.
	3
	Menimbulkan kerugian langsung keuangan karena harga naik 12% bisa mencapai puluhan juta rupiah dan pembengkakan biaya
	3

	9

	C
	K3, Kualitas & Garansi
	C1
	Sparepart non‑OEM/palsu (baut patah) 
	dapat terjadi hingga lebih dari tiga kali per tahun, jika tidak dilakukan audit vendor dan pembaruan daftar vendor aktif
	5
	Dampaknya bukan hanya kerugian finansial dan downtime alat, tetapi juga menimbulkan risiko K3 dan kerusakan alat
	5
	25

	
	
	C2
	Pencemaran lingkungan galian sementara 
	1.Desain drainase tidak sesuai kontur lapangan (curah hujan).
2.Material permukaan jalan hauling tidak memenuhi standar agregat untuk kendaraan OTR (lapisan base coarse hancur).
3.Kerusakan ban & vibrasi crane
4.IP rusak (savety), potensi korosi


	4
	Dampaknya biaya ulang karena jika barang rusak tidak bisa diklaim dan kerugian sebesar harga barang serta mengakibatkan keterlambatan
	4
	16

	
	
	C3
	Item non‑OEM tanpa garansi 
	Hampir tidak pernah terjadi
	1
	Dampak relatif kecil terhadap biaya dan jadwal proyek.
	1
	1


2




Hasil risiko yang sudah dianalisis dilakukan pemetakan dan diperingkat untuk prioritas mitigasi. Klasifikasi (contoh ambang) adalah Rendah, Sedang, Tinggi, dan Ekstrim sebagaimana dalam peta risiko pada tabel 4.12 berikut.
Tabel 4.11 Peta Risiko 
	
		SEVERITY

	
	>ringan
	Ringan
	Sedang
	Berat
	>Berat

	LIKELIHOOD
	>Sering
	
	
	
	
	B1,C1

	
	Sering
	
	
	
	C2
	

	
	Sedang
	
	
	A2,A3,B2,B3
	
	

	
	Jarang
	A1
	
	
	
	

	
	>Jarang
	C3
	

	
	
	


Dari peta risiko terlihat bahwa terdapat 2 risiko pada kategori ekstrim yaitu B1 dan C1, 1 risiko pada kategori tinggi yaitu C2, 4 risiko kategori sedang yaitu A2, A3, B2, B3, dan 2 risiko pada kategori rendah yaitu A1 dan C3.
Selanjutnya dilakukan evaluasi risiko yaitu mengidentifikasi dampak utama yang akan terjadi atas risiko yang muncul dan melakukan penanganan. Penanganan adalah berupa mitigasi risiko guna menurunkan atau meminimalkan dampak negatif dari suatu risiko, baik dengan mencegahnya terjadi maupun mengurangi dampaknya jika risiko tersebut tetap terjadi. Hasil evaluasi risiko sebagaimana tabel 4.13 berikut:
Tabel 4.10 Hasil Evaluasi Risiko
	Kode
	Uraian Singkat
	L
	S
	Skor
	Level
	Dampak Utama
	Penanganan

	B1
	Vendor material ilegal (izin SIPB/IUP‑OP tidak ada)
	5
	5
	25
	Ekstrim
	Hukum, finansial, reputasi
	Mitigasi

	C1
	Sparepart non‑OEM/palsu (baut patah)
	5
	5
	25
	Ekstrim
	K3, downtime, kerusakan alat
	Mitigasi

	C2
	Klaim garansi gagal
	4
	4
	16
	Tinggi
	Biaya ulang, keterlambatan
	Mitigasi

	A2
	Salah input/validasi PR–SAP/AMTISS
	3
	3
	9
	Sedang
	Deviasi jadwal, idle cost
	Mitigasi

	A3
	Validasi PR terlambat
	3
	3
	9
	Sedang
	Deviasi progres
	Mitigasi

	B2
	Salah kirim/salah tujuan
	3
	3
	9
	Sedang
	Backlog,redistribusi
	Mitigasi

	B3
	Mark‑up harga (benchmark lemah)
	3
	3
	9
	Sedang
	Pembengkakan biaya
	Mitigasi

	A1
	Risiko minor 
	2
	1
	2
	Rendah
	Perbaikan minor
	Mitigasi

	C3
	Item non‑OEM tanpa garansi
	1
	1
	1
	Rendah
	Kehilangan perlindungan
	Mitigasi


Sumber: Data Internal PT. LMA
4.4 Mitigasi Risiko
Prinsip dari mitigasi risiko yaitu pencegahan di hulu, kontrol proses, dan back‑up di hilir. Rencana mitigasi disusun per risiko prioritas berikut owner, alat bantu, SLA, dan bukti implementasi.
4.4.1 Administrasi & Validasi (A1, A2)
Mitigasi pada ranah administrasi difokuskan untuk menghilangkan salah input dan mempercepat validasi PR agar tidak menghambat penerbitan PO. PT LMA menerapkan dashboard pemantauan PR–PO–GR dengan fitur early‑warning yang menandai status pending dan error sekaligus mengirim notifikasi kepada penanggung jawab. Kebijakan SLA validasi PR ≤ 1×24 jam diberlakukan secara konsisten dengan verifikasi ganda (double‑check) antar fungsi Procurement–Engineering sebelum PR dikirim ke HO. Di sisi sistem, aturan auto‑validation diaktifkan untuk menolak ketidaksesuaian satuan, kode material, toleransi kuantitas/harga mencegah kasus seperti salah input pada proyek Tol Cijago (Maret 2024) menunda validasi ±7 hari. 
Untuk menjaga disiplin data, perusahaan juga menggunakan template PR per‑komoditas dan menyelenggarakan pelatihan SAP/AMTISS berkala (6 bulanan) bagi staf terkait. Langkah‑langkah ini dirancang menutup celah kesalahan administratif yang dapat menimbulkan deviasi progres dan idle cost.
4.4.2 Seleksi & Legalitas Vendor (B2)
Mitigasi pada area pemasok menekankan kepatuhan legal dan kewajaran harga. Setiap vendor wajib lolos verifikasi dokumen seperti SIPB/IUP‑OP, NIB, SIUP, NPWP sebelum kontrak ditandatangani; kegagalan memenuhi persyaratan menyebabkan reject at gate dan pemasok dimasukkan ke daftar blacklist. Untuk mencegah mark‑up sebagaimana terjadi pada fitting PVC (kenaikan ±12%), buyer menerapkan benchmarking minimal tiga pembanding.
Perlindungan kontraktual diperkuat melalui klausul right to audit, penalti keterlambatan, performance bond, serta retention ≥5%; pembayaran dapat ditahan sampai bukti kepatuhan dan kewajiban garansi terpenuhi. Kebijakan ini relevan dengan kasus pemasok material tambang tanpa izin (Kediri–Tulungagung 2025) yang berimplikasi hukum, reputasi, dan biaya.
4.4.3 Distribusi & Logistik (B1,B3)
Untuk menekan risiko salah kirim dan salah tujuan, PT LMA menstandarkan label dan QR/Barcode yang memuat tujuan proyek, batch, spesifikasi, serta riwayat in/out. Sistem logistik diatur menolak dispatch bila kode proyek pada barang tidak identik dengan tujuan di dokumen pengiriman. SOP retur cepat diberlakukan dengan cut‑off ≤ 2×24 jam sejak temuan salah kirim untuk meminimalkan backlog.

4.4.4 K3, Kualitas & Garansi (C1, C2,C3)
Pada komponen kritikal, PT LMA mewajibkan penggunaan OEM disertai OEM certificate guna mencegah insiden seperti baut roda non‑OEM yang patah saat operasi. Incoming inspection oleh Maintenance diperkuat (pemeriksaan torsi dan uji material) sebelum Goods Receipt, serta toolbox talk khusus part kritikal dan lock‑out unit diterapkan saat ada indikasi bahaya. Untuk aspek purna jual, register garansi diaktifkan di SAP (field warranty period wajib diisi).
4.4.5 Output Penelitian Terapan
Output penelitian terapan merupakan bentuk nyata dari hasil analisis risiko yang tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diwujudkan menjadi alat kendali yang siap digunakan oleh PT LMA. Output penelitian terapan berupa SOP yang langsung menutup celah risiko yang ditemukan, antara lain SOP Validasi PR & Administrasi Data (untuk mengurangi salah input dan mempercepat SLA persetujuan), SOP Onboarding & Kepatuhan Vendor (untuk menyaring legalitas dan mengendalikan harga), serta SOP Distribusi, Label/QR & Retur ≤ 2×24 Jam (untuk menekan salah kirim dan backlog logistik). Seluruh output tersebut dirancang selaras dengan kerangka ISO 31000 dan hasil identifikasi risiko A–C, lengkap dengan pembagian peran antarunit, aturan SLA, dan bukti rekaman, sehingga dapat menjadi panduan operasional yang membantu perusahaan menurunkan probabilitas dan dampak risiko pengadaan secara terukur.
4.4.5.1 Prosedur Validasi Purchase Request (PR)
[bookmark: _Hlk214303962]Prosedur ini disusun sebagai keluaran penelitian untuk merapikan alur validasi Purchase Request (PR) dan administrasi data di PT LMA, mulai dari pengisian PR oleh requestor hingga PR disetujui dan menjadi dasar penerbitan PO. Flowchart berikut menggambarkan tahapan isi PR dengan template per-komoditas, double verification Engineering–Procurement, autovalidation SAP, proses submit & approve dengan SLA ≤ 1×24 jam, sampai PR approved sebagai dasar PO. Dengan adanya prosedur ini, risiko kesalahan kode/satuan, keterlambatan validasi, dan rework data yang diidentifikasi dapat ditekan secara sistematis. Prosedur Validasi PR dan Administrasi Data dapat dijelaskan dalam gambar 4.2 berikut:
	[bookmark: _Hlk214304012]No.
	Uraian
	Requestor
	Site Engineering
	Proqurement
	Logistik
	Approval HO

	1.
	Isi PR oleh Requestor dengan template per-komoditas(spesifikasi, qty&satuan, lokasi tujuan, kode biaya, target kedatangan).
	ya
tidak
ya
tidak
ya
tidak
Sesuai
Sesuai
Sesuai

	
	
	
	

	2.
	Double verification: Engineering memeriksa teknis; Procurement memeriksa administrasi (kode/satuan, lampiran).
	
                                          
	

     


                   
	





	




	

	3.
	Autovalidation SAP: sistem blok PR jika mismatch satuan/kode/toleransi; PR dikembalikan untuk perbaikan.
	
	
	

          
             
	



	

	4.
	Submit & Approve: PR valid dikirim ke Approver HO; SLA validasi ≤ 1×24 jam (notifikasi otomatis jika lewat SLA).
	
	
	
	
                     
	

	5.
	Dasar PO: PR approved → dasar penerbitan PO; perubahan pasca-approval melalui change request terdokumentasi.
	
	
	




	
	
	


Gambar 4.2 Prosedur Validasi Purchase Request (PR)


4.4.5.2 Prosedur Onboarding dan Kepatuhan Vendor
	Prosedur onboarding, kepatuhan vendor merupakan output penelitian untuk mengendalikan risiko legalitas pemasok, branch harga, dan kontraktual yang sebelumnya teridentifikasi pada proses pencarian dan seleksi vendor. Flowchart  di bawah menjelaskan langkah-langkah pengisian FORM VD-01 oleh vendor, verifikasi legal dan izin sektor oleh Legal GA dan HSE, benchmarking dan should-cost oleh procurement, pajak dan harga oleh finance/cost control dalam kontrak mencegah vendor tidak berizin yang berisikan kode material, Qty permintaan validasi oleh bagian purchase request procurement dan pengingat di SAP (AMTIS). 
Profil perusahaan (nama badan usaha, alamat, kontak PIC), Akta perusahaan beserta perubahannya, NPWP, NIB, SIUP, dan dokumen legal lain, Izin sektor khusus seperti SIPB/IUP-OP (untuk material tambang), IUJPT (jasa pengiriman), atau sertifikat K3/SNI (material konstruksi tertentu), daftar barang/jasa yang ditawarkan termasuk kode material dan spesifikasi teknis. Adapun SOP sebagai berikut:
	[bookmark: _Hlk214146914]No.
	Uraian
	Vendor
	Legal/GA
	Proqurement
	Finance
	Approval 

	1.
	Vendor mengisi FORM VD-01 Checklist Verifikasi Legal Vendor 
	ya
ya
tidak
Sesuai
tidak
Sesuai

	
	
	
	

	2.
	Legal/GA verifikasi legalitas HSE izin sektor (SIPB/IUP).
	
	
    
	
	
	

	3.
	Procurement dengan benchmark (3 pembanding), should-cost komoditas utama.
	
	          

        
	


	
	

	4.
	Finance/Cost Control kepatuhan pajak.
	
	
	
	

	

	5.
	Keputusan: Lulus daftar vendor aktif; right to audit, bond. Tidak lulus perbaikan
	
	
	
	
	


Gambar 4.3 Prosedur Legal/GA



4.4.5.3 Prosedur Distribusi, Label/QR dan Retur 2×24 jam
	Jenis permintaan umum kontrak, MoU, inventaris kantor, surat jalan, legalitas material. Memeriksa KTP, NPWP, NIB, BAST, Work Order, SIUJK, SPB. Selisih harga benchmark 3% Form Chceklist Verifikasi Legal Vendor HSE. Pembuatan laporan ketidaksesuaian (NCR Non Conformance Report) dikirim ke procurement dan vendor. Warehouse dan maintenance mengecek keabsahan data. 
Setelah vendor lolos legalitas dan izin sektor, tim Procurement melakukan evaluasi teknis dan komersial berupa: Benchmarking harga dengan vendor lain, data pembelian sebelumnya, dan harga pasar, Should-cost analysis untuk memastikan harga penawaran logis, tidak mark-up, dan sesuai standar industri, Pemeriksaan kesesuaian kode material dengan katalog internal SAP, Validasi spesifikasi teknis barang/jasa dengan user atau engineer lapangan. Langkah ini menut
	No.
	Uraian
	Logistik
	Proyek

	1.
	Admin SAP mengurai PR–PO–DO identik; DO tidak bisa rilis bila mismatch (hard-stop).
	ya
tidak
Sesuai

	

	2.
	Gudang menempelkan Label/QR Tujuan Proyek; dokumentasi foto.
	                                    
	

	3.
	Kirim Barang dikirim tujuan 


	                                                        
	

	4.
	Site menerima dan memeriksa kesesuaian dan melakukan GR bila sesuai.
	
	
                    

	5.
	Salah Kirim/Tujuan: Site mengisi FORM LOG-02 (Retur) dan FORM LOG-03 (Salah Kirim)
	
	      

	6.
	SLA Retur: Diselesaikan ≤ 2×24 jam sejak temuan; Gudang melakukan redistribusi ke tujuan proyek
	
	

	7.
	Terima barang yang sesuai


	
	


Gambar 4.4 Prosedur Retur Barang
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